







1.1 Latar Belakang 
 
Fenomena polusi asap lintas batas bukanlah permasalahan yang baru bagi 
negara-negara di Asia Tenggara. Masalah polusi asap lintas batas ini sudah terjadi 
sejak berdekade-dekade yang lalu lebih tepatnya pada tahun 1970-an.1 Kebakaran 
hutan dan lahan (karhutla) pertama yang tergolong kebakaran hebat dampak dari 
fenomena iklim El-Nino dan pengedalian kawasan hutan di masa Presiden Soeharto 
yang menghancurkan 210.000 km2 lahan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 
1982-1983. Berdasarkan laporan yang ditulis oleh World Resources Institute (WRI) 
Indonesia, kebakaran tersebut menyebabkan nilai kerugian sebesar 9 milliar dollar.2 
Barulah setelah karhutla yang terjadi pada tahun 1994-1995 dicap sebagai 
kebakaran yang terparah dengan intensitas yang tinggi dan luas kerusakan yang 
besar, para negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
menyadari bahwa fenomena ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Lalu pada tahun 
1997-1998, terjadi lagi kebakaran besar-besaran yang melanda hampir sebagian 
besar wilayah di dunia karena dampak dari fenomena El-Nino. Luas kerusakan 
lahan akibat kebakaran tersebut adalah 25 juta hektar dan ironisnya 11,7 juta hektar 
 
1 A. Heil dan J.G Goldammer. 2001. Smoke-haze Pollution: A Review of the 1997 Episode in 
Southeast Asia. Reg Environ Change Journal, Vol. 2, (Berlin: Springer-Verlag), diakses 14/12/2019, 
18:36 WIB. 




lahan diantaranya adalah kawasan hutan yang ada di Indonesia.3  Luas wilayah 
hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2019 
juga mengalami naik turun angka. Di tahun 2015, luas wilayah yang terbakar 
mencapai 2.611.411 hektar, lalu tahun 2016 mengalami penurunan  menjadi 
438.363 hektar, tahun 2017 menurun lagi menjadi 165.484 hektar, pada tahun 2018 
jumlahnya meningkat menjadi 510.564 hektar, kemudian di tahun 2019 sampai 
dengan bulan September luas wilayah yang terbakar adalah 857.756 hektar.4 
Permasalahan polusi asap lintas batas juga menimbulkan berbagai dampak 
mulai dari segi ekonomi, transportasi, kesehatan, pariwisata, dan stabilitas. Negara 
anggota ASEAN yang seringkali terkena dampak dari karhutla yang terjadi di Asia 
Tenggara khususnya di Indonesia adalah Malaysia dan Singapura. Dampak polusi 
asap tersebut diantaranya adalah penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 
seperti asma, bronkitis, dan penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan 
pernafasan, adanya penundaan dan pembatalan jadwal penerbangan pesawat karena 
jarak penglihatan yang pendek yang mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan 
wisatawan ke negara-negara yang terpapar polusi asap. Fenomena ini juga 
memberikan dampak terhadap stabilitas regional di Asia Tenggara. Malaysia dan 
Singapura yang kerapkali menjadi ‘korban’ polusi asap ini sering melayangkan 
protes kepada Indonesia selaku negara penyebab dari kasus ini di berbagai macam 
forum-forum di tingkat ASEAN baik secara surat menyurat ataupun melakukan 
 
3 Mukhammad Syaifulloh. 2013. Pembentukan ASEAN Agreement On Transboundary Haze 
Pollution. Skripsi Universitas Jember, diakses 14/12/2019, 18:47 WIB. 
4 Indra Nugraha. 2019. Kebakaran Hutan dan Lahan Sampai September 2019 Hampir 900 Ribu 
Hektar. Situs Berita Lingkungan Mongabay, https://www.mongabay.co.id/2019/10/22/kebakaran-





unjuk rasa di depan kantor Konsulat Jenderal dan Kedutaan Besar Republik 
Indonesia.5 Pada September 2019 lalu, pihak pemerintah Malaysia melalui Perdana 
Menteri Mahathir Muhammad bersama dengan Menteri Energi, Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Malaysia melayangkan surat protes 
khusus yang berisikan data titik-titik kebakaran hutan dan lahan yang didapat dari 
Pusat Meteorologi Khusus ASEAN yang berbasis di Singapura kepada Presiden 
Joko Widodo. Data tersebut menyatakan bahwa hanya ada 5 titik api yang terdeteksi 
di Malaysia sedangkan di Indonesia terdapat 1.500 titik api.6  
Akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang cukup hebat di Indonesia 
pada tahun 1997-1998 dan berdampak ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, 
Singapura, Thailand, dan Filiphina, serta beberapa tahapan-tahapan kesepakatan 
yang nantinya akan dijadikan landasan kerjasama tentang pengelolaan polusi asap, 
yakni kesepakatan Concord on Environment and Development tahun 1990 yang 
diselenggarakan di Kuala Lumpur, lalu ada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
ASEAN yang ke-4 di Singapura. KTT ini berlangsung pada tanggal 27 – 28 Januari 
1992, selanjutnya adalah Pertemuan Informal antar Menteri Lingkungan ASEAN 
1994 di Kuching, Sarawak, Malaysia. Kemudian berlanjut di ASEAN Co-operation 
Plan on Transboundary Pollution tahun 1995, dan The ASEAN Ministerial Meeting 
on Haze pada tahun 1997. Terakhir adalah pertemuan lanjutan tahun 1998, 
bersamaan dengan diadakannya KTT ASEAN di Vietnam. KTT tersebut 
 
5 Muhammad Suryadi. 2017. Upaya Penanganan Kejahatan Lingkungan Pembakaran Hutan dan 
Lahan Gambut  di Sumatera 2004-2015. Journal of International Relations UNDIP Vol. 3 No. 2, 
diakses 15/12/2019, 19:58 WIB. 
6 Kahfi. 2019. Protes Kabut Asap, Malaysia Gunakan Data Pusat Meteorologi Khusus ASEAN. 
Kabar 24 Bisnis, https://kabar24.bisnis.com/read/20190912/79/1147745/protes-kabut-asap-




melahirkan Hanoi Plan of Action berbicara mengenai upaya menanggulangi 
masalah pencemaran asap lintas batas yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan 
lahan.7  
Negara Anggota ASEAN kemudian menyepakati upaya pelegalan Hanoi 
Plan 1997 dan ACPTP 1995 supaya mampu berjalan lebih efektif. Negara anggota 
juga merasa perlu adanya sikap tindak lanjut dari Regional Haze Action Plan 
(RHAP) dengan membuat perjanjian tingkat regional secara hukum bersifat 
mengikat. Hingga akhirnya pada tanggal 10 Juni 2002, melalui masing-masing 
Perwakilan Menteri Lingkungan Hidup seluruh negara anggota ASEAN, AATHP 
pun disepakati dan ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia.8  
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau AATHP adalah 
sebuah perjanjian internasional antar negara-negara ASEAN tentang polusi asap 
lintas batas yang mana tujuan adanya perjanjian ini adalah untuk mencegah dan 
memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari peristiwa kebakaran 
lahan dan / atau hutan yang harus dikurangi, melalui upaya nasional bersama dan 
kerja sama regional serta internasional yang intensif.9 AATHP mulai berlaku sejak 
tanggal 25 November 2003 yang terhitung enam puluh hari setelah setelah 
penyerahan instrument ratifikasi oleh negara anggota keenam ke Sekretariat 
ASEAN. Negara pertama yang melakukan ratifikasi adalah Malaysia yakni pada 3 
 
7 Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN.  2004. Peningkatan Kerjasama ASEAN di Bidang 
Pertukaran Informasi dalam Upaya Penanganan Masalah Kabut Asap, Jakarta: Kementrian Luar 
Negeri RI, halaman 3-5. 
8 Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN. 2012. ASEAN Selayang Pandang Edisi Ke-20 Tahun 
2012, Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI hlmn 70 




Desember 2002, kedua Singapura pada 13 Januari 2003, ketiga Brunei Darussalam 
pada 27 Februari 2003, keempat Myanmar pada 3 Maret 2003, kelima Vietnam 
pada 24 Maret 2003, keenam yakni Thailand pada 10 September 2003, ketujuh Laos 
pada 19 Desember 2003, kedelapan Kamboja pada 24 April 2006, kesembilan 
Filiphina pada 1 Februari 2010, dan terakhir adalah Indonesia pada 16 September 
2014.10 
Menariknya, dari sekian banyak sumber literasi baik berupa buku, jurnal, 
skripsi, dan lain-lain, penulis belum menemukan literasi yang membahas dan 
mengkaji permasalahan polusi asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara ini 
dengan menggunakan konsep rezim internasional dan efektivitas rezim dengan 
batasan waktu penelitian tahun 2014-2019. Tentunya hasil akhir penelitian ini 
nantinya bisa menjadi bahan kajian baru tidak hanya bagi para akademisi Hubungan 
Internasional, akan tetapi juga semua akademisi yang tertarik mengkaji fenomena 
tersebut.  
Karena alasan tersebut, penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan 
judul “Efektivitas Rezim ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 
dalam Mengatasi Kasus Polusi Asap Lintas Batas di Asia Tenggara (2014-
2019)”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Atas dasar latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah 
 




“Bagaimana Efektivitas Rezim ASEAN Agreement on Transboundary Haze 
Pollution dalam Mengatasi Kasus Polusi Asap Lintas Batas di Asia Tenggara 
(2014-2019)?”. 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 
Atas dasar rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 
penelitian ini mempunyai tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji dan mengetahui 
bagaimana Efektivitas Rezim ASEAN Agreement on Transboundary Haze 
Pollution dalam Mengatasi Kasus Polusi Asap Lintas Batas di Asia Tenggara 
(2014-2019). 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
 
1.3.2.1 Manfaat Akademis 
 
Penulis menaruh harapan bahwa penelitian ini dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya untuk memberikan wawasan dan sudut pandang yang baru 
terhadap semua orang sehingga mampu digunakan sebagai acuan dan inspirasi bagi 
penelitian yang akan datang. Peneliti berharap juga bahwa penelitian ini bisa 
memberikan sumbangan wawasan baru bagi kajian Ilmu Hubungan Internasional 
terkait teori yang digunakan, dalam hal ini adalah menggunakan konsep rezim 
internasional dan efektivitas rezim. Konsep rezim internasional dan efektivitas 
rezim merupakan konsep yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan perspektif 




Transboundary Haze Pollution dalam mengatasi kasus polusi asap lintas batas di 
Asia Tenggara (2014-2019). 
1.3.2.2 Manfaat Praktis 
 
 Penulis juga berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan banyak 
manfaat secara pribadi. Karena penelitian ini secara tidak langsung membuat 
penulis menjadi lebih paham dan mengerti mengenai permasalahan polusi di Asia 
Tenggara khususnya permasalahan mengenai kasus polusi asap lintas batas yang 
kerap seringkali terjadi. Penelitian ini juga bertujuan agar menambah pemahanan 
dan wawasan pembaca terkait konsep rezim internasional dan efektivitas rezim 
dalam hubungan internasional dan bagaimana efektivitas AATHP sebagai rezim 
internasional dalam mengatasi kasus polusi asap lintas batas di Asia Tenggara 
(2014-2019). 
1.4 Penelitian Terdahulu 
 
Penelitian ini tidak bisa terlepas dari penelitian-penelitian yang telah ada 
sebelumnya. Guna mempertegas orisinalitas penelitian ini, penulis mengambil 
beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan. Tujuan penulisan 
penelitian terdahulu adalah untuk menghindari kesamaan dengan peneliti 
sebelumnya sekaligus menganalisis jika terdapat perbedaan sehingga penulis akan 
mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dibaca dan direview 
sebelumnya. Beberapa hasil dari penelitian tersebut secara tidak langsung telah 
menginspirasi dan memberi pemahanan tersendiri bagi penulis dalam menjalankan 




Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan kategori penelitian 
terdahulu menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah kelompok kajian yang 
membahas tentang analisa efektivitas rezim, pengaruh rezim, pengimplementasian 
rezim, dan perbandingan rezim. Sedangkan kategori kedua adalah kelompok kajian 
yang membahas tentang ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang 
meliputi sejarah dan dinamika perkembangannya serta kasus-kasus polusi asap 
lintas batas beserta dampaknya di Asia Tenggara.   
1.4.1 Kajian Rezim Internasional dan Efektivitas Rezim 
 
Penelitian Pertama adalah jurnal karya Debby Rizqie yang mengangkat 
judul Efektivitas Mekanisme REDD (Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation) sebagai Kebijakan yang Dihasilkan oleh Rezim 
Perubahan Iklim UNFCCC.11 Dalam penelitiannya, Debby Rizqie menggunakan 
bantuan Teori Efektivitas Rezim dan Konsep Implementasi & Compliance. Dalam 
jurnal ini, penulis mampu mengkorelasikan bagaimana efektivitas rezim REDD 
mulai dari awal perumusannya pada forum UNFCCC tahun 2005 yang tujuan 
perumusannya adalah guna menyempurnakan Protokol Kyoto yang masih kurang 
sempurna dalam isu deforestasi. Penulis mengatakan bahwa REDD adalah salah 
satu upaya memperlambat proses perubahan iklim yang membutuhkan kolaborasi 
baik negara maju maupun negara berkembang guna meyakinkan terlaksananya 
tujuan dari rezim iklim internasional, yakni menekan emisi gas rumah kaca. REDD 
 
11 Debby Rizqie. 2013. Efektivitas Mekanisme REDD (Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation) sebagai Kebijakan yang Dihasilkan oleh Rezim Perubahan Iklim UNFCCC. 




menganggap negara maju sebagai golongan yang mendanai para negara 
berkembang guna menjaga dan memelihara hutan di wilayahnya sebagai kepingan 
dari strategi mediasi perubahan iklim. Kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh 
REDD lebih berfokus kepada para negara berkembang dikarenakan hampir 
sebagian besar kawasan hutan dunia berlokasi di kawasan ini dan level fenomena 
deforestasi yang selama ini terjadi pun bisa dibilang memprihatinkan. 
Dalam mengukur efektivitas rezim REDD penulis menggunakan sudut 
pandang Arild Underdal yang mengklasifikasikan tingkat efektivitas rezim dalam 
tiga kategori yakni rezim yang dinilai efektif, berikutnya ada rezim dengan 
pencapaian yang ada dalam kadar efektif dan tidak, atau biasa juga disebut sebagai 
mixed performance regimes, terakhir ialah rezim yang memiliki tingkat keefektifan 
kecil. Dengan berlandaskan penggolongan tingkat efektivitas suatu rezim yang 
telah dicetuskan oleh Arild Underdal tadi, REDD termasuk dalam klasifikasi mixed-
performance regimes. Rezim ini memperoleh penilaian dengan menggabungkan 
aspek positif dan negatif, misalnya level rintangan yang sulit dan tingkat kapabilitas 
penyelesaian masalah yang tinggi, atau bisa juga masalahnya tergolong sederhana 
dengan tingkat kapabilitas pemecahan masalah yang cukup rendah. Hasil tersebut 
diperoleh dengan dasar mengevaluasi kebijakan-kebijakan rezim yang meliputi 
implementasi dan tingkat kepatuhan para pihak yang terlibat di dalamnya serta 
dinilai dari dinamika negiosiasi selama proses pengambilan keputusan. 
Penelitian Kedua adalah jurnal karya Melani Retnaningtias yang berjudul 
Implementasi Rezim Internasional Konvensi Basel Terkait Aliran Ilegal 




Tahun 2003-2015.12 Dalam penelitian tersebut Melani menggunakan teori Rezim 
Pendekatan dan dibantu dengan pendekatan Konstruktivisme. Jurnal ini membahas 
berbagai macam aspek mulai dari sejarah perkembangan limbah elektronik atau 
electronic waste (e-waste) dan jumlah limbah elektronik yang meningkat dari tahun 
ke tahun karena adanya ketidakseimbangan antara proses perkembangan perangkat 
elektronik yang cukup pesat dengan usia pemakaian perangkat elektronik 
sebelumnya masih ada. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari tingginya volume 
limbah elektronik baik dari segi lingkungan maupun segi kesehatan makhluk hidup 
seperti manusia. Pada hakikatnya, limbah tersebut secara tidak kasat maupun kasat 
mata mengandung zat-zat beracun yang berpotensi mengganggu keseimbangan 
lingkungan dan kesehatan manusia.  
Penulis berpendapat bahwa atas dasar kekhawatiran terhadap e-waste di 
negara maju dan negara berkembangan tersebut, Uni Eropa (EU) merumuskan 
seperangkat peraturan guna mengendalikan gelombang aktivitas limbah sekaligus 
tata cara pengelolaan dan pengolahan limbah elektronik yang biasa diistilahkan 
dengan sebutan Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive. 
Negara-negara anggota UE mengusulkan rancangan aturan tersebut pasca 
melalukan ratifikasi terhadap Konvensi Basel. Uni Eropa menerapkan Konvensi 
Basel dengan melakukan regulasi tentang pengiriman limbah atau Waste Shipment 
Regulation (WSR) yang menargetkan pengendalian pengiriman limbah trans 
nasional atau lintas batas negara. Tidak hanya negara-negara Barat seperti di Eropa 
 
12 Melani Retnaningtias. 2017. Implementasi Rezim Internasional Konvensi Basel Terkait Aliran 
Ilegal Limbah Elektronik atau Electronic Waste (E-Waste) dari Uni Eropa Ke Cina Tahun 2003-




maupun Amerika Serikat, negara-negara berkembang seperti India dan Tiongkok 
pun menghadapi masalah tingginya volume limbah elektronik yang cukup 
mengkhawatirkan. 
Guna menganalisa implementasi rezim Konvensi Basel, penulis berfokus 
pada adanya faktor pertentangan budaya yang menyebabkan rezim tersebut berjalan 
secara kurang maksimal dan efisien. Dalam mengatasi isu e-waste, Tiongkok 
memiliki beberapa agensi yang bertanggungjawab atas permasalahan tersebut baik 
agensi yang bersifat state maupun non-state, di antaranya adalah agensi negara, 
konsumen, institusi riset, industri, dan NGO. Ada pun hambatan yang ditemui 
Tiongkok dalam menyelesaikan permasalahan aliran ilegal limbah elektronik ialah 
masalah administratif, tidak memiliki lembaga tertentu yang mutlak mengontrol, 
memantau, dan menerapkan hukum dan kebijakan yang ada kaitannya dengan 
limbah elektronik, wilayah negaranya yang terlalu luas tidak berbanding lurus 
dengan jumlah penegak hukum, dan lain-lain. Sedangkan di Uni Eropa pihak-pihak 
yang bertanggungjawab dalam hal penyelesaian isu limbah elektronik tersebut 
adalah lembaga-lembaga riset seperti CWIT Projek dan NGO sebagai salah satu 
stakeholder penting yang bertugas mengedukasi masyarakat tentang e-waste. 
Hambatan rezim Konvensi Basel selama proses pengimplementasiannya di Eropa 
antara lain penetapan definisi dari istilah e-waste yang masih beraneka ragam, 
pembagian tanggungjawab yang tidak merata antara pihak-pihak yang terlibat 
seperti lembaga manajemen limbah, pemerintah tingkat kota, dan produsen, 
kemudian sistem hukum yang dianggap masih terlalu longgar dan menguntungkan 




Penelitian Ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin 
dengan judul Kesetaraan Gender: Kontestasi Rezim Internasional dan Nilai 
Lokal.13 Dalam penelitiannya Siti Ruhaini menggunakan konsep Rezim 
Internasional yang kemudian dibantu dengan Perspektif Gender. Jurnal ini secara 
garis besar meneliti tentang berbagai macam aspek terkait gender mulai dari 
definisi, isu-isu kesetaraan gender, undang-undang kesetaraan gender seperti 
Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (UU KKG), forum-forum yang 
membahas tentang isu gender baik di tingkat nasional maupun internasional 
(Konferensi Internasional Perempuan di Beijing tahun 1995, Komisi Status 
Perempuan PBB, dll), serta kesetaraan gender sebagai rezim internasional. 
Penulis mencantumkan bahwa indikator tercapainya rezim gender 
internasional dapat diukur melalui beberapa aspek di antaranya adalah aspek 
pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, dan pendapatan keluarga. Konferensi 
Perempuan Dunia tahun 1995 di Beijing pun telah menetapkan dan menyetujui 
beberapa strategi dan pendekatan untuk meraih kesetaraan gender yaitu perempuan 
dan pembangunan (women and development), perempuan dalam pembangunan 
(women in development), serta gender dan pembangunan (gender and development) 
yang kemudian disempurnakan menjadi pengarusutamaan gender (gender 
mainstreaming). Target sesungguhnya dari adanya rezim tersebut ialah 
terwujudnya kesetaraan yang merata di segala tingkatan baik di tingkat individu, 
negara, masyarakat, keluarga, bahkan internasional. Penulis menambahkan bahwa 
 
13 Siti Ruhaini Dzuhayatin. 2012. Kesetaraan Gender: Kontestasi Rezim Internasional dan Nilai 
Lokal. Jurnal Musawa Studi Gender dan Islam UIN Sunan Kalijaga Vol. 11 No. 2, diakses 




kesetaraan gender sebagai suatu bentuk rezim internasional mempunyai 
karakteristik yang bernada morally dan legally binding guna memenuhi syarat dan 
ketentuan yang tercantum dalam indeks pemberdayaan gender dan indeks 
pembangunan gender yang memiliki peranan untuk mensukseskan Millenium 
Development Goals. 
Kontestasi antara isu gender sebagai wujud rezim internasional dengan 
nilai-nilai lokal pun tidak luput dari pertentangan. Sebuah rezim internasional harus 
memiliki satu visi dan misi yang sama dan merata dalam hal fleksibel, prinsip dan 
implementasi. Penolakan kepada istilah rezim internasional tersebut 
dilatarbelakangi oleh adanya persepsi tentang dominasi ’Barat’ di dalam setiap 
rezim internasional. Perbedaan dalam rezim internasional bukan hanya dengan 
budaya lokal ataupun budaya suatu agama saja namun juga bertolakbelakang 
dengan budaya lokal dan budaya agama yang bersifat paternalistik, feudalistik, 
matriarkhi maupun patriarkhi. Pelaksanaan ratifikasi rezim internasional oleh suatu 
negara juga akan diikuti oleh ketegangan baik secara vertikal atau horizontal. Dari 
segi vertikal pertentangan akan melibatkan masyarakat sipil dan negara itu sendiri 
sedangkan dari segi horizontal akan meikutsertakan pihak-pihak yang bersifat 
diskursif seperti golongan masyarakat yang pro terhadap ratifikasi rezim 
internasional dengan golongan yang menentang ratifikasi. Indonesia juga pernah 
mengalami dua peristiwa terkait kontestasi rezim gender internasional dengan nilai-
nilai lokal. Pertama, saat perumusan Rencana Undang-Undang Kesetaraan dan 




dan kelompok-kelompok Islam yang kontra serta yang kedua saat pembentukan 
Peraturan Daerah pelaksanaan UUP-KDRT. 
Penelitian Keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Lunyka Adelina 
Pertiwi yang mengangkat judul Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya 
Penanganan  Pengungsi dan Pencari Suaka.14 Dalam penelitian ini Lunyka 
mengaplikasikan konsep Kompleksitas Rezim dengan bantuan konsep Strategic 
Inconsistency. Jurnal ini secara general membahas tentang Uni Eropa sebagai 
kawasan yang dijuluki benua yang menawarkan kesempatan dan perdamaian dalam 
menangani berbagai macam kompleksitas rezim di dalamnya. Negara-negara 
anggotanya pun banyak yang ikut serta menandatangi berbagai macam perjanjian 
dan kesepakatan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan perlindungan 
pengungsi seperti Protokol 1967, Konvensi Geneva 1951, dan Deklarasi Hak Asasi 
Manusia. Penulis mendefinisikan kompleksitas rezim sebagai sebuah kondisi ketika 
rezim dinilai kurang cocok untuk merampungkan sebuah permasalahan atau 
membantu menyelesaikan suatu aspek khusus, hingga nantinya kelemahan tersebut 
akan disempurnakan dengan menerapkan rezim lainnya. Kompleksitas rezim dapat 
diukur dengan menggunakan enam indikator yakni keanggotaan tumpang tindih, 
divergensi elemen konstitutif, terdapat sekurang-kurangnya tiga elemen rezim, 
memiliki satu ranah pembahasan, tidak ada hirarki yang jelas dan tegas antar rezim, 
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dan perbedaan pandangan antara sesama negara anggota dalam menanggapi suatu 
masalah. 
Penulis menyatakan bahwa ada beberapa rezim yang tengah berjalan di Uni 
Eropa seperti Rezim Internasional Perlindungan Pengungsi, Rezim Internasional 
Perlindungan Hak Asasi Manusia, Rezim Freedom of Movement, Rezim Keamanan 
Eropa dan tingkat kompleksitasnya bisa dilihat melalui beberapa poin seperti 
adanya posisi tumpang tindih keanggotaan, prosedur dan peraturan antar sesama 
rezim yang kasat mata, ada lebih dari tiga elemen yang terkandung di dalam 
kompleksitas rezim, memiliki satu permasalahan utama yang merata yakni migrasi, 
terjadi tumpang tindih antar rezim, dan ketidakjelasan hirarki yang mengakibatkan 
perbedaan pandangan para negara anggota Uni Eropa dalam menghadapi lonjakan 
jumlah pencari suaka dan pengungsi di tahun 2015.  
1.4.2 Kajian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 
 
Penelitian Kelima adalah jurnal karya Siciliya Mardian Yo’el yang 
berjudul Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 
dalam Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas di ASEAN.15 Penulis 
menggunakan 3 teori di antaranya ialah Teori Teori Dualisme, Teori Monisme, dan 
Teori Harmonisasi yang dibantu dengan pendekatan perundang-undangan, 
pendekatan konsep, dan pendekatan konsep. Dalam penelitian ini, Siciliya 
membahas tentang bagaimana tingkat efektivitas dan keberhasilan implementasi 
 
15 Siciliya Mardian Yo’el. 2016. Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 
dalam Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas di ASEAN. Jurnal Arena Hukum UB Vol 9 




AATHP dari segi hukum nasional negara-negara yang melakukan ratifikasi. Jurnal 
ini juga membicarakan soal dinamika perkembangan AATHP  sejak perumusannya 
di tahun 2002 hingga 2014 sebagai salah satu wujud perjanjian sekaligus hukum 
internasional bagi negara anggota ASEAN yang meratifikasinya dengan melalui 
berbagai teori dan pendekatan yang digunakan sebagai alat analisisnya. 
Dalam jurnal ini penulis menyatakan bahwa AATHP bisa dikatakan belum 
efektif dan masih memiliki beberapa celah dari sisi implementasinya terhadap 
hukum nasional para negara anggota yang ikut melakukan ratifikasi. Beberapa 
faktor penyebab ketidakefektifan tersebut dibagi penulis menjadi tiga yaitu 
pertama, faktor kesadaran diri dan ketaatan yang rendah, ditandai dengan 
kurangnya kemauan negara peratifikasi untuk memenuhi tugas dan kewajiban yang 
tercantum di AATHP ditambah dengan sejauh ini belum ada pihak ketiga khusus 
yang memiliki wewenang terhadap monitoring pengimplementasian AATHP. 
Kedua, kurangnya mekanisme yang cocok terhadap pelaksanaan AATHP. Ketiga, 
setelah perumusan AATHP, tidak terjadi perubahan positif yang signifikan 
terhadap perilaku dan perubahan lingkungan di Asia Tenggara. 
Penelitian Keenam adalah jurnal yang ditulis oleh Januar Aden Nugroho 
dengan judul Analisis Perubahan Kebijakan Indonesia Terhadap ASEAN 
Agreement on Transboundary Haze Pollution.16 Penulis menggunakan 
pendekatan Liberalisme guna menganalis kebijakan Indonesia saat meratifikasi 
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AATHP. Adapun pembahasan lainnya seperti alasan Indonesia baru melakukan 
ratifikasi 12 tahun setelah AATHP dirumuskan pada 2002, faktor-faktor penyebab 
Indonesia melakukan ratifikasi yang melibatkan aktor pemerintah, aktor swasta, 
dan aktor individu, bagaimana korelasi antara kebijakan ratifikasi AATHP oleh 
pemerintah Indonesia pada tahun 2014 dengan pendekatan liberalism oleh pakar 
tertentu. Ada pun pengaruh para negara anggota ASEAN yang berperan penting 
sebagai wujud aktor non-politik domestik kepada Indonesia supaya meratifikasi 
AATHP setelah berbagai dampak yang ditimbulkan ke negara Asia Tenggara 
lainnya akibat dari polusi asap lintas batas. 
Diakhir penulis menyimpulkan bahwa proses ratifikasi AATHP oleh 
pemerintah Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya beberapa aktor berkepentingan 
seperti pihak swasta, kelompok berkepentingan, individu bahkan aktor pemerintah 
dalam hal pengambilan keputusan terhadap sebuah perjanjian internasional 
merupakan contoh implementasi pandangan liberalism. Contoh aktor-aktor yang 
terlibat dalam ratifikasi AATHP adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
selaku Presiden Indonesia kala itu, DPR RI yang memliki wewenang mengatur 
kebijakan ratifikasi AATHP, kelompok-kelompok berkepentingan yakni Non-
Governmental Organization (NGO) seperti WWF, CIFOR, dan Greenpeace, serta 
negara anggota ASEAN lainnya yang sering terkena dampak polusi asap lintas 
batas Indonesia seperti Singapura dan Malaysia yang mendesak supaya Indonesia 
segera meratifikasi AATHP.  
Penelitian Ketujuh adalah skripsi karya La Ode Muhammad Al-Jabar 




Asap Lintas Batas Melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze 
Pollution 2015.17 Penulis menganalisis permasalahan dengan menggunakan tiga 
teori yaitu Teori Organisasi Internasional, Teori Perjanjian Internasional, dan Teori 
Kerjasama Internasional. Skripsi ini membahas beraneka ragam aspek mulai dari 
kasus-kasus polusi asap lintas batas sekaligus respon negara-negara di Asia 
Tenggara menghadapi isu tersebut, dinamika perkembangan AATHP sejak awal 
perencanaan, alasan dibentuk, saat diresmikan oleh negara anggota ASEAN di 
tahun 2002 hingga 2015, sampai dengan upaya penanggulangan fenomena polusi 
asap lintas batas di Asia Tenggara melalui AATHP itu sendiri.  
Penulis mengakhiri penelitian dengan menyebutkan beberapa upaya yang 
dilakukan oleh negara anggota ASEAN melalui implementasi AATHP tahun 2015. 
Upaya-upaya tersebut di antaranya adalah memfungsikan AATHP secara maksimal 
dengan membangun ASEAN Coordinating Center, menyempurnakan Standard 
Operating Procedure (SOP) dalam menanggapi polusi asap lintas batas, 
mengikusertakan fungsi & peran ASEAN Haze Fund, menyusun dan 
mengembangan roadmap on ASEAN Cooperation Toward Transboundary Haze 
Pollution yang memiliki target kawasan ASEAN bebas polusi asap lintas batas di 
tahun 2020. Terakhir ialah merumuskan ASEAN Guidelines on Peatlands Fire 
Management (ASEAN GPFM) isinya tentang upaya pencegahan, persiapan, 
respon, serta pemulihan jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan atau lahan 
 
17 La Ode Muhammad Al-Jabar Mokado. 2017. Upaya ASEAN dalam Penanggulangan Kabut Asap 
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yang seringkali menjadi penyebab terjadinya kasus polusi asap lintas batas di 
ASEAN. 
Berdasarkan empat penelitian terdahulu yang termasuk dalam kelompok 
yang membahas tentang kajian konsep rezim internasional dan tiga penelitian 
terdahulu yang membahas tentang kajian AATHP dan polusi asap lintas batas di 
Asia Tenggara, penulis bisa menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang 
membahas tentang ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam 
Mengatasi Kasus Polusi Asap Lintas Batas di Asia Tenggara yang menggunakan 
konsep rezim internasional menurut Stephen Krasner dan melakukan pengukuran 
efektivitas rezim internasional menurut indikator-indikator yang dinyatakan oleh 
Arild Underdal. 
Tabel 1.1 
Perbandingan Penelitian Terdahulu 
 
No. Nama Peneliti & 
Judul 
Jenis Penelitian & 
Alat Analisa 
Hasil Penelitian 






















- Penulis berpendapat dua 




REDD yakni rumitnya 
proses negosiasi, dan 
proses pengimplementasian 
di level negara. 
 
- Negara cenderung 
melakukan kerja sama 
dengan NGO internasional, 
dibandingkan dengan NGO 




partisipasi masyarakat adat 
dan masyarakat lingkar 
hutan dalam pelaksanaan 
skema REDD nasional 
dirasa belum mewakilkan 
tugasnya dalam hal 
menjaga hutan yang sudah 
berlangsung turun-temurun 




















- Teori Rezim 
- Pendekatan 
Konstruktivisme 
- Menurut penulis 
pengaplikasian rezim 
internasional Konvensi 
Basel berdampak atau 
berpengaruh langsung 
kepada efektivita 
penerapan baik di level 
nasional atau regional. 
Komunitas epistemik tidak 
berpengaruh secara 
langsung terhadap 
penerapan rezim Konvensi 
Basel. 
 
- Ada dua variabel yang 
eksistensiya lebih 




Konvensi Basel yaitu 
variabel implementasi dan 
variabel ekonomi.  
 
3. Jurnal: Kesetaraan 
Gender: Kontestasi 
Rezim Internasional 
dan Nilai Lokal 
 




- Konsep Rezim 
Internasional 
- Perspektif Gender 
- Penulis memandang 
bahwa perdebatan antara 
rezim internasional dengan 
nilai-nilai lokal adalah 
sebuah permasalahan yang 
berada di level global baik 
oleh dunia Barat maupun 
non Barat. Aspek-aspek 
universal yang merupakan 
nilai hybrid yang butuh 




warga dunia sebagai salah 





Rezim di Uni Eropa: 











- Konsep Strategic 
Inconsistency 
- Penulis mengemukakan 
bahwa pada tahun 2015 
Uni Eropa dinilai gagal 
menangani isu pengungsi 
dan para pencari suaka 
karena beberapa faktor 
seperti adanya kerumitan 
rezim dalam kerangka Uni 




keamanan Eropa, rezim 
freedom of movement, dan 
rezim hak asasi manusia. 
 
- Alasan berikutnya adalah 
status hierarki yang 




manakah yang memegang 
kekuatan hukum lebih 
besar. Adanya perselisihan 
pandangan aktor negara 
saat melihat permasalahan 
seperti tingginya jumlah 
pencari suaka dan 
pengungsi yang kian 
bertambah memperumit 
sistem rezim-rezim 
tersebut. Minimnya rasa 
persatuan antar negara Uni 
Eropa dalam hal upaya 
menangani isu pengungsi 
dan pencari suaka ini pun 
tidak luput menjadi salah 
satu penyebabnya 
 
























AATHP ternyata belum 
cukup efektif jika dilihat 
dari segi hukum nasional 
setiap negara yang 
meratifikasinya.  
 
- Penulis membagi unsur-
unsur penghambat 
efektivitas implementasi 
menjadi tiga yakni 
minimnya mekanisme yang 
cocok dalam pelaksanaan 
AATHP, lalu negara-
negara peratifikasi yang 
masih enggan untuk taat 
pada kewajiban-kewajiban 
yang tertera di dalam 
AATHP, dan belum 
adanya third party yang 
berwenang untuk 
memantau jalannya 
AATHP. Adapun unsur 
perubahan perilaku 
lingkungan turut menjadi 
faktor penghambat 
efektivitas AATHP di 
ASEAN. 
 






Haze Pollution  
 






- Proses ratifikasi AATHP 
oleh pemerintah Indonesia 
yang memakan waktu 12 
tahun sejak perumusannya 
pada tahun 2002 
dilatarbelakangi oleh 
beberapa faktor seperti 
adanya pengaruh politik 
domestik yang melibatkan 
lembaga pemerintahan 
yang berwenang seperti 
DPR dan peranan aktor-
aktor diberbagai sektor 
seperti aktor swasta, aktor 
berkepentingan, serta aktor 





7. Skripsi: Upaya 
ASEAN dalam 
Penanggulangan 




Haze Pollution 2015 
 












- Untuk mengatasi polusi 
asap lintas batas, para 






lain membentuk ASEAN 
Guidelines on Peatlands 
Fire Management, 
Roadmap ASEAN bebas 
polusi asap tahun 2020, 
menciptakan lembaga 
berwenang khusus seperti 
ASEAN Coordinating 
Center for Haze, dan 
mengoptimalkan peran 
ASEAN Haze Fund. 
 
 
1.5 Landasan Teori dan Konsep 
 
1.5.1 Konsep Rezim Internasional 
 
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagai sebuah rezim 
berlandaskan pada definisi rezim internasional yang dikemukakan oleh Stephen D. 
Krasner dalam karyanya yang berjudul International Regimes (1983). Dalam buku 
tersebut Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai sets of implicit or 
explicit principles, norms, rules, and decision making procedures around which 
actors’ expectations converge in a given area18 atau seperangkat norma-norma, 
peraturan-peraturan dan prosedur pembuatan keputusan baik yang eksplisit maupun 
imlplisit dimana semua harapan para aktor berkumpul dalam hubungan 
 




internasional. Definisi ini bisa juga bisa ditafsirkan rezim yang berada di luar 
konteks kelembagaan formal, seperti adanya suatu perjanjian atau kesepakatan juga 
bisa dikategorikan dalam definisi tersebut. 
AATHP adalah seperangkat peraturan-peraturan dirumuskan di bawah 
organisasi ASEAN yang merangkum dan berisikan tentang standar pembuatan 
prosedur dan kebijakan tentang polusi asap lintas batas. Berdasarkan definisi rezim 
internasionalnya Stephen Krasner, AATHP merupakan salah satu bentuk rezim 
internasional yang mengatur dan memonitor kasus-kasus polusi asap lintas batas 
yang yang terjadi dan cara menanggulanginya di kawasan Asia Tenggara. 
1.5.2 Teori Efektivitas Rezim Internasional 
 
Arild Underdal berpandangan bahwa efektivitas rezim berkaitan erat 
dengan bentuk kesuksesan rezim. Tingkat kesuksesan ditakar dari upaya menjalin 
hubungan kerja sama serta pelaksanaan rezim yang sesuai dengan peranannya 
dalam mengatasi permasalahan yang memicu kelahiran rezim tersebut.19  Perilaku 
aktor-aktor yang terikat dengan rezim mampu merefleksikan implementasi rezim 
tersebut. Skala keberhasilan atau kegagalan rezim bisa dinilai melalui pelaksanaan 
fungsi dan wujud implementasi rezim terhadap permasalahan yang sedang atau 
telah dihadapi. Analisis penelitian Underdal menyatakan efektivitas rezim 
merupakan bentuk variabel yang bersifat dependen. Variabel independen yang 
berpengaruh terhadap efektivitas rezim berupa tipe permasalahan dan kapasitas 
aktor. Tipe permasalahan adalah beraneka ragam hambatan/persoalan yang 
 




dijumpai oleh rezim. Kapasitas aktor adalah kemampuan untuk menghadapi dan 
membereskan permasalahan yang dimiliki aktor dalam rezim. Variabel independen 
mampu dijabarkan dengan menggunakan tiga komponen utama, yakni level of 
collaboration (Tingkat kolaborasi), problem malignancy (kerumitan permasalahan) 
dan problem solving capacity (kapasitas penyelesaian masalah). Variabel tipe 
permasalahan dianalisa dengan memakai komponen kerumitan masalah, sedangkan 
variabel kapasitas aktor dianalisa dengan menggunakan komponen tingkat 
kolaborasi dan kapasitas penyelesaian masalah.  
a. Tingkat Kolaborasi (Level of Collaboration)   
Arild Underdal berpendapat bahwa awal mula analisa suatu permasalahan 
adalah dengan melihat efektivitas rezim yang telah dikaji berdasarkan hubungan 
sebab-akibat yang menjadi suatu peristiwa dari output (keluaran), outcome (hasil) 
dan impact (dampak). Output adalah rezim yang berwujudkan seperangkat aturan 
dasar yang timbul dari upaya pembentukan yang disetujui dan ditandatangani oleh 
semua pihak yang terlibat. Implementasi dari rezim bagi semua aktor yang terikat 
merupakan Outcome-nya. Implementasi ialah wujud adaptasi sikap aktor dalam 
menjalankan kebijakan dengan rezim yang ditaati. Respon dari anggota dalam 
rezim yang merubah perilaku rezim pada suatu situasi tertentu disebut sebagai 
Impact. Proses output, outcome, dan impact tersebut digunakan untuk menganalisis 
objek penilaian dari level kolaborasi sebuah rezim yang dinilai dari tingakatan 
intensitas kerja sama yang ada. Masing-masing proses ini  memiliki hubungan 
antara satu dengan yang lainnya. Setiap proses ini juga dijadikan indikator penilaian 




teori efektivitas rezimnya menyatakan ada enam jenis skala ordinal suatu rezim, 
yakni:   
- Skala 0: joint deliberation but no joint action, artinya rezim mempunyai 
pemikiran yang sama tapi tidak ada tindakan bersama.   
- Skala 1: coordination of action on the basis of tacit understanding, artinya 
terdapat koordinasi tindakan dengan pemahaman yang dilakukan secara 
samar-samar.  
- Skala 2: coordination of action on the basis of formulated rules or 
standards but with implementation fully in the hands of national 
government, artinya terdapat koordinasi perilaku yang berlandaskan standar 
atau aturan yang dinyatakan secara eksplisit, tetapi penerapannya secara 
keseluruhan dikelola pihak pemerintahan.  
- Skala 3: same as level 2 but including centralized appraisal, artinya 
terdapat koordinasi perilaku yang berlandaskan standar atau aturan yang 
dinyatakan secara eksplisit, tetapi penerapan secara keseluruhan dikelola 
pihak pemerintah dengan penilaian yang terpusat.   
- Skala 4: coordinated planning combined with national implementation 
only including centralized appraisal of effectiveness artinya, terdapat 
perancangan yang terkoordinasi dan digabungkan hanya dengan penerapan 
pada tingkatan nasional, termasuk adanya penilaian terpusat terhadap 




- Skala 5: coordination through fully integrated planning and 
implementation with centralized appraisal of effectiveness artinya, terdapat 
koordinasi dengan cara penerapan dan perancangan yang terintegrasi dan 
bersifat mutlak, melalui penilaian terpusat tentang efektivitas suatu aksi. 
 Pembentukan dan perumusan rezim akan digunakan sebagai landasan dalam 
menganalisa sebuah output. Ketika para negara anggota telah menyetujui 
kesepakatan yang dibentuk dan dicetuskan bersama barulah rezim bisa dibilang 
mempunyai output. Tingkat kolaborasi rezim masuk di skala satu atau dua bisa 
ditentukan melalui penilaian unsur output.   
Kemudian, unsur outcome menitikberatkan pada segi pelaksanaan 
perjanjian-perjanjian yang terkandung di dalam rezim yang telah disetujui bersama 
para anggota. Proses pengimplementasian tersebut memiliki keterkaitan dengan 
penambahan hasil dan tujuan yang wajib diperoleh rezim dalam rentang waktu yang 
telah ditentukan. Selama rentang waktu yang terbatas tersebut, pemerintah 
memegang kendali sepenuhnya atas implementasinya. Seluruh enam skala ordinal 
tersebut adalah gambaran terhadap tingkat kolaborasi antara negara anggota dengan 
rezim internasional yang didasari oleh garis besar peraturan yang disetujui oleh 
rezim. Rezim yang ada pada tingkat kolaborasi pada skala satu atau dua adalah 
rezim yang telah mengandung unsur outcome.  
Selanjutnya, unsur impact ialah unsur yang berbicara mengenai dampak 
atau akibat dari pelaksanaan sebuah rezim terhadap perilaku aktor yang memiliki 




yang telah dilaksanakan timbul dari perubahan perilaku aktor terhadap rezim. 
Upaya penilaian seringkali dilakukan dengan mengadakan evaluasi terhadap 
efektivitas perilaku aktor dalam menaati rezim yang ada. Sebuah rezim yang 
termasuk dalam tingkat kolaborasi pada skala empat atau lima merupakan rezim 
yang mengandung unsur impact di dalamnya. 
b. Kerumitan Masalah (Problem Malignancy)   
Suatu permasalahan yang sedang atau telah terjadi mampu menjadi bahan 
penilaian terhadap suatu rezim karena adanya karakter-karakter yang berbeda 
disetiap masalah. Beberapa masalah ada yang cukup mudah untuk diselesaikan 
secara politis maupun non politis, di sisi lain ada pula permasalahan segi politis 
yang sifatnya rumit. Tingkat kerumitan permasalahan yang ditemui suatu rezim, 
berbanding lurus dengan tingkat kesulitan untuk melahirkan bentuk kerja sama 
yang efektif dengan aktor-aktor peserta rezim. Suatu rezim akan berpotensi lebih 
berhasil jika tingkat kerumitan masalah yang dijumpai rendah. Kebalikannya, jika 
tingkat kerumitan masalah yang dijumpai tinggi maka rezim tersebut akan 
kemungkinan besar tidak berjalan efektif. Indikator terhadap  permasalahan yang 
sepele/sederhana ialah permasalahan yang berpreferensi sama antar satu dengan 
lainnya, sebaliknya permasalahan yang rumit merupakan permasalahan yang 
keberadaan unsur state harmony atau keselarasan tujuan negara-negara anggotanya 
dalam rezim rendah atau tidak ada.  Secara garis besar tingkat kerumitan masalah 
bisa diperoleh secara primer dengan menggunakan aspek kepentingan aktor-aktor 




Masing-masing negara dalam menaati rezim menggunakan cara yang 
beraneka ragam. Dalam prosesnya, cara yang bermacam-macam tersebut 
berpotensi mencederai efektivitas rezim. Artinya, tingkat keindentikan pilihan 
aktor-aktor dalam rezim sejajar dengan tingkat keringanan dalam menemukan 
solusi permasalahan. Di sisi lainnya, tingkat perbedaan pilihan yang ditempuh 
aktor-aktor dalam membereskan permasalahan, berbanding lurus dengan tingkat 
kesulitan masalah tersebut terselesaikan melalui rezim. Ada pun unsur 
ketidakselarasan permasalahan yang dijumpai oleh negara anggota selama proses 
pengimplementasian rezim. Ketidakselarasan masalah tersebut dikenal dengan 
istilah masalah ketidakselarasan (problem of incongruity). Problem of incongruity 
adalah situasi yang memicu timbulnya permasalahan dari berbagai aspek setelah 
implementasi rezim.  Eksternalitas dan kompetisi adalah beberapa penyebab dari 
masalah ketidakselarasan. Ekternalitas merupakan kondisi saat masalah seorang 
aktor meluber yang kemudian mempengaruhi aspek lain antar sesama aktor. Di lain 
sisi, kompetisi lahir karena adanya kesejahteraan aktor (di semua aspek) yang 
bersifat subjektif dibandingkan dengan aktor lainnya. Aspek kompetisi ini berperan 
seperti bumerang terhadap sikap dan keputusan yang ditempuh oleh aktor dalam 
mematuhi rezim internasional.   
Tindakan dan keputusan antar para aktor yang terikat rezim harus 
disamakan guna mewujudkan suatu rezim yang efektif. Sikap para aktor yang hanya 
mementingkan kepentingannya sendiri, hanya akan mengakibatkan 
ketidakefektifan rezim itu sendiri (poor outcomes).  Kerumitan suatu masalah sulit 




minimnya klasifikasi masalah yang lengkap dan meruncing dalam rezim 
internasional. Namun, dengan melakukan analisa terhadap keselarasan perilaku dan 
keputusan aktor yang mematuhi rezim tersebut maka permasalahan yang dihadapi 
rezim pun akan bisa diukur. 
c. Kapasitas Penyelesaian Masalah (Problem Solving Capacity)   
Underdal menyatakan bahwa indikator kapasitas penyelesaian masalah 
dapat dinilai berdasarkan tiga poin, antara lain:   
• Pengaturan kelembagaan (setting institution): Poin ini bertumpu 
pada bentuk aturan yang ada dengan hak yang diartikan melalui 
aksi-aksi sosial, pembagian tugas dalam suatu kegiatan, dan 
pedoman dalam melakukan interaksi antar aktor yang menduduki 
tugas-tugas tersebut. Ama naAATHP memiliki badan ber SEAN Co-
ordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control atau 
ASEAN Centre. 
• Distribusi kekuasaan (distribution of power): Pembagian kekuasaan 
yang bersifat adil yang di dalamnya terdapat pihak dominan yang 
berwenang sebagai ketua akan tetapi tidak terlalu dominan pula 
untuk mengacuhkan aturan-aturan dalam rezim. Dan diimbangi 
dengan eksistensi pihak non dominan yang cukup kuat guna 
mengawasi pihak yang dominan dalam rezim.   AATHP memiliki 
suatu pertemuan yang bernama Conference of The Parties (COP) to 




diadakan setiap setahun sekali. COP ini membahas tentang kerangka 
kerja dan prosedural untuk mengatasi polusi asap lintas batas. 
• Keterampilan dan energi yang tersedia guna menyelesaikan 
permasalahan (skill and energy available for the political 
engineering of cooperative solution): Penilaian poin ini dapat 
dilakukan dengan mengajukan dua pertanyaan. Pertama, seberapa 
baik suatu peraturan dan implementasinya dalam memprediksi dan 
menjelaskan struktur masalah? Kedua, sejauh mana keterampilan 
dan usaha aktor untuk membuat perubahan yang signifikan dalam 
suatu masalah?. Dua pertanyaan ini adalah indikator untuk menilai 
keterampilan sekaligus ketersediaan energi aktor terikat dalam 
upaya menciptakan solusi guna merampungkan permasalahan yang 
tengah dijumpai dalam rezim. adalahASEAN Center Pembentukan  
apan poin iniwujud dari pener.  
Tiga unsur penting yang telah dijabarkan sebelumnya adalah indikator 
untuk menganalisis efektivitas rezim internasional versi Arild Underdal. Efektivitas 
rezim internasional dinilai dengan mengacu pada seberapa lengkap dan terpenuhi 
indikator-indikator tersebut. Masing-masing indikator mengandung unsur-unsur 
tersendiri guna memenuhi aspek penilaian dari indikator efektivitas rezim 
internasional, baik dari segi kolaborasi, segi kerumitan masalah, dan segi kapasitas 
aktor dalam merampungkan permasalahan yang dihadapi rezim.  
Kesimpulannya, rezim internasional yang efektif adalah rezim yang 




konsep efektivitas rezim tersebut. Di lain sisi, rezim yang tidak efektif ialah rezim 
yang hanya bisa melaksanakan minimal satu atau dua dari tiga indikator di atas. 
Sehingga, efektif atau tidaknya sebuah rezim internasional bisa dinilai dan 
ditentukan dengan berlandaskan seberapa banyak indikator yang diamalkan oleh 
rezim tersebut. 
1.6 Metodologi Penelitian 
 
1.6.1 Jenis Penelitian 
 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe Eksplanatif. Penelitian 
eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau 
hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil 
penelitian yang sudah ada. Penelitian eksplanatif ini bersifat mendasar dan 
bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang 
belum diketahui. Karena sifatnya yang mendasar, penelitian ini disebut 
penjelajahan (eksplorasi). Penelitian eksplanatif dilakukan apabila peneliti belum 
memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali 
mengenai hal yang akan diteliti. 
1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian 
 
1.6.2.1 Batasan Materi 
 
 Guna mempermudah proses penelitian, penulis menentukan batasan materi 
yang akan dijadikan objek penelitian. Penulis hanya berfokus pada aspek fenomena 




yang mengakibatkan dampak terbesar di segala bidang, proses dan tahapan 
perumusan AATHP sebagai upaya negara-negara ASEAN dalam mengatasi polusi 
asap lintas batas, proses ratifikasi AATHP, hingga efektivitas rezim AATHP dalam 
rentang waktu 2014-2019. 
1.6.2.2 Batasan Waktu 
 
 Batasan waktu yang digunakan oleh penulis untuk meneliti dibatasi hanya 
dalam kurun waktu dari tahun 2014-2019. Karena penulis ingin mengetahui 
efektivitas rezim AATHP dalam mengatasi kasus polusi asap lintas batas di Asia 
Tenggara dalam rentang waktu tersebut. 
1.6.3 Metode Analisis Data 
 
 Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 
yaitu menganalisa data yang menunjukkan kualitas dari suatu fenomena yang 
dituangkan ke dalam data non-numerik. Sehingga penulis disini mengumpulkan 
informasi-informasi (data kualitatif) yang mendukung penelitian ini untuk 
dijadikan data pendukung akan teori yang digunakan untuk menjelaskan efektivitas 
rezim ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam mengatasi kasus 
polusi asap lintas batas di Asia Tenggara (2014-2019). 
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 
 
 Dalam teknik pengumpulan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini 
maka penulis menggunakan data primer dan sekunder, untuk menjawab rumusan 






 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah wawancara. 
Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara adalah percakapan dengan 
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan tersebut.20 Melalui wawancara inilah penulis dapat 
menggali data, informasi dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Sehingga 
penulis dapat menganalisis dan mengumpulkan data mengenai kasus polusi asap 
lintas batas di Asia Tenggara, penanganannya melalui AATHP dari pihak 
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik 
Indonesia. Dalam mewawancarai berbagai pihak penting dalam permasalahan ini 
yang bersedia untuk diwawancarai dan menjawab pertanyaan penelitian. Hal ini 
memudahkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga data yang didapat 
merupakan data primer yang akan diteliti analisis dalam penelitian ini. Adapun 
wawancara yang terbuka dan tertutup mengenai AATHP dan fenomena polusi asap 
lintas batas di Asia Tenggara. 
1.6.4.2 Studi Dokumentasi 
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
dokumentasi. Peneliti menggunakan dan mempelajari bahan-bahan yang dapat 
menambah pengetahuan maupun wawasan yang lebih luas berupa buku-buku 
 





referensi, artikel dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal ilmiah dalam bentuk 
offline maupun online, laporan-laporan, e-book, skripsi, dan literatur-literatur 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.21 Dalam mendapatkan data melalui 
studi kepustakaan peneliti meriset sumber-sumber terpercaya sehingga mengurangi 
sumber-sumber yang tidak aktual yang digunakan. 
1.7 Hipotesa 
 
Menurut teori efektivitas rezim Arild Underdal, rezim yang bisa dikatakan 
efektif harus memenuhi ketiga indikator yang ada yakni: tingkat kolaborasi, 
kerumitan masalah, dan kapasitas penyelesaian masalah. Berdasarkan variabel 
independen yakni kapasitas aktor, indikator tingkat kolaborasi AATHP masih 
berada dalam skala 1 sampai 2 karena telah memenuhi unsur output dan outcome 
namun belum memiliki impact. Berdasarkan indikator kerumitan masalalahnya, 
AATHP beberapa kali menemui perbedaan pandangan terkait data-data kebakaran 
hutan yang terjadi di masing-masing kawasan negara anggota seperti Indonesia, 
Malaysia, Singapura, Filiphina, dan Thailand, namun sejauh pengetahuan penulis 
tidak ada indikasi munculnya eksternalitas dan kompetisi antar negara anggota 
ASEAN. Segi indikator kapasitas penyelesaian masalah dalam poin pengaturan 
kelembagaan, rezim AATHP memiliki badan bernama ASEAN Co-ordinating 
Centre for Transboundary Haze Pollution Control namun badan tersebut belum 
berjalan sebagaimana mestinya. Dalam poin pembagian kekuasaan AATHP 
melakukannya dengan mengadakan Conference of The Parties (COP) to the 
 
21 Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka 




ASEAN Agreement on Transboundary Haze Poluttion sehingga poin ini terpenuhi. 
Poin keterampilan dan energi yang tersedia dalam mengatasi polusi asap lintas batas 
berkaitan dengan dengan poin pengaturan kelembagaan dan karena ASEAN Center 
sebagai wujud keterampilan dan energi ASEAN belum didirikan maka poin ini 
tidak terpenuhi. 
Sehingga dalam penelitian terkait efektivitas rezim AATHP dalam 
mengatasi kasus polusi asap lintas batas di Asia Tenggara (2014-2019) ini penulis 
memiliki hipotesa bahwa rezim AATHP kurang efektif karena ada beberapa 
indikator efektivitas rezim yang tidak terpenuhi. 
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